SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

Menimbang: a.

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota
Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran,
terjadi multitafsir terkait dengan pemungutan pajak tersebut
sehingga perlu dilakukan perubahan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ..............
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Parepare Nomor 81);

8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 15 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 angka 5 dan angka 6 berubah,
sehingga Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 angka 5 dan angka 6
berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;

6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, eselon II dan atau
Eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota.

2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 27 yang berbunyi :
Pasal 1
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terhutang.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal2 ....c..........
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Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran

(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang
dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan karcis diatur
dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Walikota menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPTB oleh Wajib Pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pajak diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Maret 2017

WALIKOTA PAREPARE,
ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ttd
MUSTAFA MAPPANGARA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.1.15.17 TANGGAL 27 MARET 2018



